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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian vang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka

dalam tesis in1 diperoleh kesimpulan dan saran scbagai berikut:

Kesimpuian

a.

Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang
dikemukakan penghadap karena tugas notaris dalam proses pembuatan
akta adalah mencatatkan atau menuliskan keterangan-keterangan atau hal-
hal yang dikehendaki dan dikemukakan penghadap. Apabila notaris dalam
proses pembuatan akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka notaris
bertanggung jawab terbatas pada masa jabatannya, sehingga tidak perlu
menjadi saksi atau tersangka dipersidangan untuk membuktikan keabsahan
akta yang dibvatnya karena akta notanis mcrupakan akta otentik yang
berfungst sebagai alat bukti yang sempuma schingpa tidak perlu
dibukukan kebenarannya lagi melalui keterangan notaris atau kesaksian.
notans dan alat bukti pendukung lainnya untuk membuktikan kebenaran
akta tersebut. Sekalipun jika para penghadap membuat keterangan paisu
yvang mengakibatkan akta notans tersebut menjadi bermasalah di

kemudian han. baik secara pidana maupun perdata, maka notaris tidak
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dapat dijadikan tersangka atau tergugat di persidangan karena tidak ada
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan notaris
untuk mengecek kebenaran identitas atau bukti-bukti lain milik penghadap
yang digunakan untuk melengkapi akta yang akan dibuatnya pada notaris
tersebut. Akan tetapi bilamana notans, dalam menjalankan jabatannya,
membuat akta yang cacat yuridis maka notaris tersebut harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dikenakan sanksi yang
sesuai dengan pelanggaran yang telah ditakukannya.

b. Ketentuan mengenai batas waktu notaris dapat diperkarakan di pengadilan
bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta
otentik harus didasarkan pada ketentuan daluarsa dalam pasal 1967 BW
untuk daluarsa dalam hukum perdata yaitu selama tiga puluh tahun dan
pasal 78 jo 79 KUHP dalam hukum pidana yaitu dua belas tahun. Para
pihak dapat meminta pertanggungjawaban notaris terhadap aktanva yang
cacat yundis sampai batas waktu atau daluarsanya habis meskipun notaris
yang bersangkutan telah pensiun atau berhenti dar jabatannya sebagai
notaris. Tetapi setelah lewat masa daluarsanya, para pihak tidak dapat lagi

meminta pertanggungjawaban notans yang bersangkutan.

2. Saran

a. Demn terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum hendaknya para

notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku. hal ini untuk melindungi kepentingan
para pihak dalam akia yvang dibuat oleh atau dihadapannya dan untuk
menghindarn notans tersebut darm sanks) sebapgaimana ketentuan vang
berlaku. Para pihak vang ingin memperkarakan notaris ke pengadilan
hendaknya terlebih dahulu menyelesaikannva dengan cara musvawarah
mutakat. Apabila dengan musvarawah belum juga menemukan jalan
keluar seperti vang diharapkan kedua belah pihak maka pihak yang
dirugikan dapat memperkarakan notans melalui jalur hukum ke
pengadilan negen.

b. Daluarsa pertanggungjawaban notaris terhadap akta vang cacal yuridis
harus diatur lebth nnci lagi di dalam UUJN. Hal ini membuat para notaris
akan sadar dan mengetahui dengan pasti tentang konsekuensi yunidis yang
harus dihadapi apabila membuat akta tidak scsuai dengan aturan hukum
vang berlaku, Selain karena hal tersebut adanya pengaturan daluarsa dalam
UUIN bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak terhadap
jangka waktu vang bisa digunakan untuk menuntut pertanggungawaban

notans atas aktanya vang cacat vuridis.
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